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PUTUSAN 

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sry 

 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sejangkung, 01 Mei 1969, agama 

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, 

bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, 

Kalimantan Barat; 

Pemohon; 

Lawan 

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sepingan Kecil, 02 April 1978, 

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan 

SLTA, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, 

Kalimantan Barat; 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 

562/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1.  Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, 

Disclaimer
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 

380/28/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002;  

2.  Bahwa, sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan 

Gadis;  

3.  Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon 

bertempat kediaman bersama di rumah pribadi di Jalan Sungai Raya 

Dalam, Komplek Griya Husada Blok J7, RT. 005 RW. 005, Desa Sungai 

Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai 

akhirnya berpisah;  

4.  Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak yang bernama: 

3.1  ANAK I, lahir  di Pontianak, 02 November 2003: 

   anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Pemohon;  

    3.2  ANAK II, lahir di Sungai Raya, 29 Juli 2010: 

           anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Pemohon;  

5.  Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun 

sejak September 2023, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;  

6.  Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah : 

6.1.  Termohon melakukan perselingkuhan via media social dengan lelaki 

lain;  

6.2.  Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

dengan mencakar wajah dan mata Pemohon;  

6.3.  Termohon sering tidak mau mendengarkan arahan dan bimbingan 

dari Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran dan 

menimbulkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon 

7.  Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 

September 2023 ketika Pemohon memergoki Termohon video call dengan 

lelaki lain di tempat tidur tanpa memakai hijab sehingga menyebabkan 

Pemohon marah dan terjadilah pertengkaran. Kemudian Termohon pergi 
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meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah kumpul lagi layaknya suami dan istri;  

8.  Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon 

sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;  

9.  Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah 

tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan 

Termohon dan memilih untuk bercerai;  

10.  Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;  

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:  

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjaatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Sungai Raya;  

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya;  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 25 

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan 

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 

6112010105690012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap 

pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi 

tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/28/VII/2002 tanggal 18 Juli 

2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA 

Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, telah 

bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan 

sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2; 

B. Saksi: 

1. Saksi1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu 

Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik kandung, di bawah 

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang 

menikah pada tahun 2002 yang lalu;  

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 

bersama di rumah pribadi di Desa Sungai Raya Dalam, 

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai 

akhirnya berpisah; 

− Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak;  

− Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 

sebanyak 2 (dua) kali;  

− Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon adalah Pemohon memergoki 

Termohon video call dengan laki-laki lain dikamar tanpa 

menggunakan jilbab dan Pemohon juga mengecek whatsapp di 

handphone Termohon dan menemukan chat mesra dengan 

laki-laki lain;   

− Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga 

sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat 

tinggal karena  

− Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah 

keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan 

memperdulikan layaknya suami istri yang baik;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak 

berhasil; 

2. Saksi2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sambas, di depan 

sidang mengaku sebagai Abang kandung, di bawah sumpahnya 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

− Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang 

menikah pada tahun 2002 yang lalu;  

− Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 

bersama di rumah pribadi di Desa Sungai Raya Dalam, 

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai 

akhirnya berpisah; 

− Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak;  

Disclaimer
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− Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, 

keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

− Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung 

sebanyak2 (dua) kali ketika saksi datang berkunjung kerumah 

mereka;  

− Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh 

dengan laki-laki lain, ketika saksi berusaha menasehati 

selingkuhan Termohon, melalui pesan whatsapp, saksi malah 

diancam oleh selingkuhan Termohon tersebut bahkan saksi 

pernah melihat chating Termohon di messenger dengan 

selingkuhannya; 

− Terkait KDRT malah Termohon yang memukul Pemohon di 

bagian wajah Pemohon yang saksi ketahui karena saksi 

melihat bekas pukulan Termohon. Termohon juga pernah 

mengancam Pemohon dengan membawa pisau;   

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 

sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi dari 

rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling 

berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang 

baik;  

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 25 

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon 

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan 

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam 

permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami 

istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai 

Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

dengan alasan sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melakukan 

perselingkuhan via media social dengan lelaki lain, Termohon pernah 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencakar wajah dan mata 

Pemohon dan Termohon sering tidak mau mendengarkan arahan dan 

bimbingan dari Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran dan 

menimbulkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya 

sejak September 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah 

diupayakan damai namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH 

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi1, 2. 

Saksi2; 

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sry 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan 

Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh 

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 

Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, 

Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;  

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi1) dan saksi 2 (Saksi2) telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) 

R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang 

mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak 

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

− Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang 

disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain; 

− Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon 

dengan Termohon pisah tempat tinggal; 

− Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan 

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri; 

− Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas 

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 

pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah 

tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi 

oleh Pemohon dan Termohon; 

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu 

hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan 

kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila 

perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi 
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kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan 

bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih 

yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: 

 

 

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik 

manfaat”;        

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon 

dan Termohon yang telah terbukti pecah (broken down marriage) dan tidak ada 

lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (onheel baar tweespalt) 

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab 

ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: ”Bahwa Mahkamah Agung 

berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata 

ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang 

salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”; 

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam 

yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya 

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;  

 

 

 
Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk 

menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi 

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada 
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harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, 

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Sungai Raya;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, 

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, 

S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim 

Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 
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Ketua Majelis, 

 

Ttd. 

Ai Susanti, S.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

Ttd. 

Fauzy Nurlail, S.H., M.H. 

Hakim Anggota, 

 

Ttd. 

Soffatul Fuadiyyah, S.H. 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd. 

Juriah Wati, S.E.I 

 

Perincian biaya : 

1. Pendaftaran Rp 30.000,00 

2. Proses Rp  75.000,00 

3. Panggilan Rp 100.000,00 

4. PNBP Rp  20.000,00 

5. Redaksi Rp  10.000,00 

6. Meterai Rp  10.000,00 

Jumlah Rp 245.000,00  

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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